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ABSTRAK

Dunia Arab tidak pernah sepi dari pembicaraan

internasional. Hal ini berkaitan dengan konflik

berkepanjangan di kawasan tersebut seperti

konfik Palestina dengan lsrael, kondisi lrak

pasca penyerangan AS, dan juga isu-isu

terorisme yang banyak ditudingkan ke kawasan

ini. Dunia Arab menjadi identik dengan wilayah

yang penuh konflik dan tidak memiliki kepastian

politik. Dalam kondisi demikian, Liga Arab

sebagai lembaga kerjasama negara-negara di

kawasan ini, dituntut memihki peran artikulatif.

Kala kunci: legitimasi, modernisasi, reformasi,

civil society, world goverment

PENDAHTJLIJAN

elain masalah konflik yang kerap

me nyertai kehidupan politik,
Dunie A rab juga m,'ngalami
kegalauan tcrhadap relormr si.

Reformasi yang berlangsung selana rnt

selalu identil dengan r,'rolusi. seperti

yang terjadi di Irak, Sunah, I\'{esir, dan

SUGIA, slal pengajat Jurusan llnu Hubungan

I nle r n asia nal U niv e rs itas M u hann ad iy ah Y)gy akarla
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Lebanon. Di Republik tersebut, para

pemimpinnya berupaya untuk meng-

gantikan pola-pola otoritas tradisional

yang terjadi pada sistem kerajaan dan

nilai-nilai patriakal, kesucian, dan guasi-

feuddyangber ada di masTarakatnya de-

ngan simbol dan mitos-mitos modern

dan reformis. Dari beberapa republik

tersebut, adajuga yang menjalani refor-

masi akibat rekanan pihak asing, seperti

yang terjadi di Irak pada tahun 2003

yang la1u.

Reformasi tidak hanya berupa
pergantian sistem pemerintahan dari
monarki menjadi republik atau peme-

rintahan modern lainnya. Namun, re-

formasi di Dunia Arab kini telah men-

jadi isu demokratisasi kehidupan politik

dan ekonomi masl aralar. Hal iniseiring

dengan proses mobilisasi sosial yang

terjadi di Dunia Arab sendiri danjuga

rkibat dari gelombang demokratisasi

yang melanda semua negara, tidak
terkecuali Dunia Arab.

Isu demokratisasi telah menjadi
perhatian seluruh pemimpin Arab.
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Dalam KTT Liga Arab yang ber.lang-

sung 22 25 \{ei 2004 di Tunis, Tuni-
sia. ada bebcrapa egenda penring vairu

isu Palestina, Irak, relormasi di dunia
Arab, dan restrukturisasi lembaga Liga
Arab. Konlcrensi yang seharusnya di-
Iaksanakan pada 29 30 trrlaret latu, se-

cara sepihak diundur oleh Tunisia de-

ngan alasan terjadi perbedaan pendapat

diantara sesama negara Arab soal isu

substansial dan penting menyangkur re-

formasi di dunia Arab, khususnya na-

'aleh dernokrasi. hal asasi manusia,
pemberdayaan kaum perempuan, dan
peran ciuil nciety. (Kotnpas, 23 Atei 2004).

Dalam tulisan ini akan berusaha

dijau a h bcberapa pcrranyaan penring.

yaitu bagaimanalah sebenarnya kehi-
dupan demokrasi di dunia Arab ? dan

bagaimana pula peranan yang dijalan-
}crn oleh Liga Arab dalam proses demo-
kratisasi di dunia Arab ?

DEMOKRASI DI DUNIA ARAB

Sebelum nembahas demokrasi di
dunia Aralt, maka peuulis akan men-
coba nenetapkan terlebih dahulu titik
tolal< untuk menentukan sLnndar pengu-

kuran llerrlmpilan demokrasi di sana.

Tentu saja, yang akan diungkapkan
rdalalr karakrr.r urama denrokresi itu
sendii (principal fearurcs) karena tidak
mungkin n.rengungkapkan sen.rua ele-

mcn denokrasi. Selanjutnya kita akar.r

nrelihat pula bagaimana rcgionalisn.re
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terjadi dan bagaimana peran organisasi

regional bagi negara-negara anggo-

tanya.

Dalan.r ilmu politik, dikenal dua
macam pen.rahaman tentang demokra-
si: penahaman secara normatif dan
pemahaman secara empirik @rocedurzl
d e m o cr ac y). D alam pen.rahaman secara

normatif, demokrasi merupakan sesua-

tu yang secara idiil henclak drlal<ukan

atau diselenggaralan olch sebuah nega-

ra dan ungkapan ini biasanya tertuang

dalan.r konstitusi negara. Sedangkan de-

mokrasi dalam artian enrpirik diperoleh
para ilmuwan politik dari peugamatan
praktik demokrasi di berbagai negara

dan kemudian merumuskan demokrasi

secara enrpirik dengan menggunakan

sejumlah indikator tertentu. (Gaffar;

2002:3-4)

Seorang ilmuwan polirik yang
banyak niengkaji den.rokrasi secara em-
pirik, G. Bingham Powell,Jr, nenrper-
syarakatkzrn sej umlah kriteria untuk
melihat apakah demokrasi betul-betul

terwu jud dalanr.uatu negara. Kriteria
tersebut adalah sebagai berikut:
l. The legrtin.racy of the government

rests on a claim to represent the de-

sires of its citizens. That is, the claim
of the governnent to obedience to
its laws is based on the government's

asserdon to be doing what theywant
it to do.

2. The organized arranecment Lhat



3.

+.

5.

regulates this bargain of lcgitin.racy

is the compctitire poliri,-al election.

l,eaders are elected at regular inter-

vals, and voters can choose anong
alternative candidates. In practise at

least two political parties that have a

change of winning are needed to

ma-ke such choices meaningful.

N{ost adults can participate in the

electoral process, both as voters and

as candidates for in.rportant political

ollice.

Citizens votes are secret and not co-

erced.

Cirizcn' and leaders enjoy baric lree-

dom of speech, press, assembly, and

organization. Both established par-

ties and new ones work to gain mem-

bers and voters. (Powell,Jr, 1982:3

dalam Galfaq 2002:5-6)

Melihat dari aspek-aspek demo-

krasi yang disampaikan oleh Powell,Jr

nampak adanya semangat untuk mele-

takkan rakyat dalan.r kekuasaan yang

besar Dengan mekanisme pemilihan

umum, rakyat diberikan hak untuk
menjadi pemimpin sekaligus menjadi

pemberi mandat kcpada penrimpin

lang akan rerpilih nantirrya. Selain itu.

penghornzrtan yang tinggi atas hak-ha-k

dasar rakvat, seperti kebebasan ber-

brcara dan bcrkun.rpul menjadi bentuk

dari peltingnl'a posisi rakyat dalam
pcmer.intahan denrokrasi.
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Robert Dahl, seorang ilnuwan
politik yang banyak menulis tentang

demokrasi, memberikan tujuh indikator

bagi demokrasi secara empirik:

l. Conrrol over governmental de.isions

about policy is constitutionally vested

in elected olficia]s.

2. Elected o{ficials are chosen and

peacefully removed in relatively fre-

quent, fair and free elections in which

coercion is quite limired.

3. Practically all adults have rhe right

to vote in these elections.
I

5.

6.

7.

Nlost adults have the right to run lor
public oifices for which candidares

run in these elections.

Citizens have effectively enforced

right to freedom of expression, par-

ticularly political expression, includ-

ing criticism of the officials, the con-

duct of government. the prevailing

politir-al, economic. and the domi-
nant ideology

They also have acress to alternative

sources of inlormation that are not

monopolized by government or any

other single group.

FinaJIy they have and eflectively en-

lorced right to lorm andjoin autono-

mous assocratlons, including politi-

cal associations, such as political par-

ties and intercst groups, that attempr

to influence the governlrcnt by com-

ple ting in election and by other pea-

celril means. (daJ:un G allal 2002 : 7).
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Dari kedua ilmuwan tersebut, kita
r.nendapatkan beberapa prasvarat suatu

sisten.r politik dikatakan den.rokratis bila
memiliki unsur-unsur akuntabilitas,
dimana pemimpin n.ren.riliki kewajiban
untuk bertanggung jawab kepada
rakyat, rotasi kekuasaan secara periodik
dan damai, rekn:tmcn politik terbuka
bagi siapa saja yang memenuhi persya-

rat-n meniadi pemin.rpin atau pejabat
publik, pemilihan umun yang teratur,
Iangsung, jujur, adil, dan bebas, serta

adanya penghargaan pemcrintah atas

hak-hak dasar ral<yatnya.

Sistem politik yang demokratik
beruprya urrtuk men, arisuaru idendras

bersama di sekitar nilai-nilai kemasya-

rakatan. Sistem tersebut cenderung
mempertahankrn adanya keanekaraga-

man dan konflik. Rakyat tetap memper-
tahankan keterikatan-keterikatan mcre-
ka pada berbagai nilai-nilar primordial,
sakral, dan personal serta tidak diha-
rapkan untuk memberikan loyalitas
mereka yang elsklusif dan menyeluruh
kepada pemimpin, partai, atau negara.

Tidak ada keortodokan ideologrs yang
akan menyebut oposisi terhadap penda-
pat-pendapat yang dominan sebagai

pengkhianatan. Rakyat memberikan
loyalitas n.rereka terhadap bcberapa
sulnber: (Ardlarr, I 992 :258).

Charles E Andrain, lebih lan-yut

mery'elaskan bahrva dalam sistem yang
demokratis, muncul rasa saling percaya
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diantara warga negara dan antara
warga negara dcngan pemerintah.
l{ereka juga menyadari adanya gaga-

san kesejahteraan umum dan berupaya
untuk mervujudkannya. \.'Iereka berpe-

ran serta dalam politik tidak hanya un-

tuk kepentingannya sendiri, namun le-

bih dari itu juga untuk seluruh nasya-
rakat, termasuk aneka ragam kelompok
rasial, etnis, agana, dan regional. Inti
nya bahwa. identita. demokrasi )ang
ideal bertumpu pada "kesatuan dalam
keanekaragaman".

De mokrasi di negara-negara Arab
belum dapat tumbuh secara baik. Hal
ini terutama terjadi di negara-negara

monarki, seperti Arab Saudi, Kuwait,
Oman, Bahrain, Qatat Uni Emirat
Arab, dan Jordania. Di negara-negara

yanq masih me nda sa rkan Ieqitimasi
pada ikatan-ikatan primordial, agama,

dan budaya tersebut, sangat rentan
terhadap modernisasi. Oleh karenanya

di negara-negara monarkl.ri ini tidak l€i
ditemui adanya struktur kekuasaan yang

benar-benar tradisional melaikan "kera-
jaan yang termod ernisai" ,modenizing
monatchia).

\rfodernisasi di negara-negara
monarkhi telah mengakibadan n.runcul-

nya" the king's dilemma". Sanuel Hun-
tington dalam bukunya Political Order in
C h a n giry S ocie aes berpendapat bahrvit

disatu sisi, kekuasaan yang sangat
sen lr. rli.tis cliperlukarr urttuk ntenja-



lankan pembaruan-pembaruan sosial,

budaya, dan ekononi, namun disisi lain

sentralisasi tersebul tclah menpersulit

atau bahkan tidak mungkin bagi kcra-

jaan tradisional untuk memperluas ba-

sis kekuasaannya dan menerima kekua-

saan kelompok-kelompok baru yang

dihasilkan oleh modernisasi (dalan

Hudson, I 97 7 : I 66). Fenomena inilah

yang sampai sekarang ini terjadi di ne-

gara-negara monarkhi Arab.

Di Arab Saudi misalnya, kekua-

saan politik sangat lerpusat pada raja

yang menegang j ab a tan-j aba tan

Kepala Dinasti Saudi, Perdana N{enteri,

Kepala Ekse kutil, Imam Keagamaan

tertinggi, Komandan Angkatan Ber-

senjata, dan Kepala Pengadilan.(Abunsh

dalam Jatmika, 2000:72). Penguasa di

negara ini menriJiki kecenderungan kuat

membatasi sesentpit mungkin berlaku-

nya nilai-nilai liberal, partisipasi politik

rakyatnya, dan denokrasi. Guna mem-

bcndung pengaruh medernisasi, Raja

Saudi mene mpuh stratcgi akomodasi

terhadap berbagai kekuatan tradisional

dan berupaya menghidari pembentu-

kan identitas nasional baru.

Kemunculan kelompok-kelomPok

baru yang beraliran relornris di Arab

Saudi, selalu mendapatkan penenta-

ngan dari penguasa Ke lompok-kelonr-

pok reforn.ris yang batryak diilhanri olclr

kebangkitan gerakan-getakan Islatl,
sering dianegap sebaQai getakan Islam
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lundamental atau teroris seperti yang

meninrpa kelompok pimpinan Osama

Bin Laden. Upaya membatasi muncul-

nva kelompok reformis juga dilakukan

dengan me mperkuat kelomPok-ke-

lon.rpok trzrdisional untuk mere dam

pengaruh kaum reformis yang kebanya-

kan kaum intelektual dan golongan

menengah di masyarakat untum.

Pernrasalahan demokrasi juga

dialami oleh negara-negara Republik

Arab, yaitu l\{esir, Suriah, Irak, Leba-

non, Yaman, dan Palestina. Apabila di
negara-negara monarkhi, penguasa

berupaya untuk mempertahankan dan

mencari legitimasi dengan menper-

tahankan pola tradisional dan menghu-

bungkannya dengan modernitas, maka

para peminrpin di negara-negara Repu-

blik berupaya untuk mempertahankan

dan nencari legitimasi dari sunber-

sumber modern dan menghubung-

kann-r'a dengan pola-pola otoritas tra-

disional. OIeh karena itu, di dalam ne-

grra-negara ini sering kita jumpai

atlanla prccedut.r/ dem.,,r rarl: seprrti

pembagian keku:rsaan (eksekutit legrs-

larif, dan yudikatil), partai politik, dan

pemilihan umum. Nan-run disisi laiu,

kita juga akan menjun.rpai kuatnya nilai

primordial, keagamaan, dan sumber-

sunrl.-,er l,'giLimasi tradi*onal. scper ti

karisna, keturunan, dan agama.

Ada kecendcrungan bahwa para

pemimpin negara-negara republik yang
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revolusioner untuk bersikap otoriter.
Hal ini dilakukan untuk meredam

sentimen-sentimen etn isitas yan g sering

memunculkan konflik horison tal
bahkan vertikal. Dengan banyaknya

kelompok-kelompok etnis, agama, dan

regional yang masih berpegang kuat

pada nilai-nilai tradisionalnya, serta

belum disepakatinya nilai-nilai baru,
maka salah satu cara untuk mencipra-

kan kohesi masyarakat adalah dengan

cara pema-ksaan melalui kekuatan mili-
ter Inilah yang dila-kukan oleh Saddam

Hussein di Irak dan Hafiz Al Assad di
Suriah.

Meskipun partai politik ada dalam

negara-negara Republik Arab, namun

digunakan oleh penguasa sebagai alat

pelegitimasi kekuasaan. Munculnya
partai-partai sosialis seperti di Irak dan

Suriah yang sangat hirarkhis dan sen-

tralistis, memudahkan penguasa untuk
melakukan doktrinasi ideology dan
penggalangan massa. Oleh krrena itu,
sering kita temui munculnya parrai-
partai dominan atas rekayasa penguasa

yang susah untuk dikalahkan dalam
pemilu.

Upaya-upaya penguasa untuk
mengkaitkan anLara masa saat ini (mod-

ern) dengan masa lampau nampak

dalam pengakonodasian kelompok-
kelon.rpok etnis atau agama yang ada

dalam satu negara ke dalam lembaga

politik. Di Lebanon, misalkan terjadi
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sharing kekuasaan antara Sunni, Syiah,

Katolik Yunani, Katolik Orthodox dan

Druze,

Beberapa kasus di negara-negara

Arab baik monarkhi maupun republik

di atas, memberikan kesimpulan pada

kita bahwa demokrasi tidak bisa
tumbuh baik di dunia Arab karena

beberapa fa-ktor:

l. Elit penguasa yang tidak mau untuk

berbagi kekuasaan dengan kelom-

pok-kelompok baru yang muncul

seirig dengan modernisasi.

2. Masih kuatnya nilai-nilai primor-
dia.lisme dan belum terciptanla nilai-

nilai baru sehingga muncul rasa

saling tidak percaya antara satu

kelompok dengan kelompok yang

lain.

3. Berkaitan dengan tidak adanya rasa

saling percaya antar kelompok
masyarakat itu, maka kemudian
pemerintah bersikap otoriter untuk
menciptakan kohesi masyaralat.

PERAN I.IGA AMB DATAM DEMOKRATISASI

Liga Arab termasuk dalam orga-

nisasi internasional yang memiliki
iynlog regional interyowt tmenral orgatiza-

lrorr dimana keanggoLaannya terdiri atas

negara-negara yang berada dalam suatu

kaivasan.(Rourke, I 986: 302) Sementara

itu, bila dilihat dari bidang kerja sama-

nya- Liga Arab merupakan organisasi

yang rnultipurpose dengan tr !uan-rujuan



yang meliputi politik, ekononi, dan

sosial.

Ada beberapa alasan bagi negara

untuk mendirikan atau bergabung
dalam suam organisasi internasional.

Peltarr4 orgarrisasi internasional dijadi-

kan sebagai insrrumen politik luar
negeri. Dalanr hal ini, negara-negara

anggota saling berdebat dan mende-

sakkzur kepcntingan negaranya untuk

menjadi kepumsan ber-sern.n. Kedu4 bagi

negara-negara yang tidak nren-riliki

hubungan bilateral dcngan suatu nega-

ra se car-a intensi[, dapat nenanfaat]an
organisasi internasional untuk mem-

pcroleh inlornasi-ilformasi tentang

negara yang bcrsangkutan. Hal ini bisa

dilakukan mel;rlui akscs data yang selalu

rersedia di Sekr.rariatJenderal ata u ju-
ga bisa kontak langsung dengan per-wa-

kilan negara di Nlajelis Umum.
Terakhir, organisasi intcrnasional

menjadi sarana untuk memalisa prilaku

negara-negara anggotanya. Ntlelalui ser-

&;g" agcnda internasional dan nasional,

organisasi internasional dapat mempe-

ngaruhi pembuatan kebljakan nasional

ncgara-negrra anggoranya. Selajn itu-

upaya nrcndcsel prilaku negara inijuga
dapat dilakukan n.relalui penrbentukan

prinsip-prinsip, norma-norma, dan atu-

ran-aturan yang dapat mempen garuhi

neeara anggota untuk metnatuhinya

bila ingin mendapatkan keuntungan

drrri ke.rnggoraannyr. Bagi organisasi
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yar.rg memiliki alat pemaksa, maka

dapat pula dilakukan n.relalui embargo

kepada suatu negara vang melanggar

ketentuan organisasi. (,\fingst, I 999:242-

243).

Organisasi inte r nasional juga
n.reuriliki tujuan-tujuan yang berbeda-

beda yang meliputi pen.rbentukan pe-

merintahan dunia (world government),

kerja sama menyeluruh, kerja sama

fungsional, dan,/ atau keuntungan
secara politis. (Rou rke, 1986:307). \\brld
g"o\€r-nmertdapat ter cipta apabila negara-

negara anggota nenyerahkan semua

atau sebagaian besar kedaulatannya
kepada organisasi yang nrereka bentuk.

Organisasi ini akan diberikan kelang-

kapau rvewe nang ulrtuk n.rembuat, nre-

negaklian, dan ajudikasi suatu peratu-

ran. Struktul yang akan muncul nan-

dnya adalah ledcral. dimana organisasi

nrenjadi pusat kekuasaan dan negara-

negara anggota bertindak sebagai ne-

gara-negara bagian yang hanya mela-

kuka n tindakan administratif saja.

Banyak ilmuan yang me ngkritik
tentang wor-ld governn'Ient ini. N'Iereka

lebih cenderung melih:rt orgenisa'i
inlernasional sebagai sarana kerja sama

internasional dari pada meletakkan
negara-negara anggotarya dibawah
.ubordinirsi otorit: rs glob:rl. Organisasi

internasional dapat n.renjalankan peran

retral untuk mediasi dan konsiliasi dari
pada koersi. Tujuannya disini adalah
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unLuk mengarahkan dan membial*an
negara-negara anggota untuk bekerja

be lsama.

Pandangan scnracanr itu henrpir
sama dengan oriurg-orang lungsionalis
yang nrelihat organisasi intcrnasional
sebagai unit kerja sarna fungsional-
\Iercka pcrcava bahrva dari kerja sana
padii bidang vang spesifik, biasanya

bukan politik, akan ncnuurbuhkan rasa

saling percaya satu ncaar-a dengan yang

lainnya. Dari sinilah kemudian nuncul
kerja sama di bidang l:rinnva yang lebih
luas dan tinggi (higfi poliuc). Pandangan

kaum liberal yang "b.rttom up" dalam
nre rranclang kerja sama internasion:rl

ini herlalvanan dcngan para penggzrsas

lederalism yang met,akini kcrja sama

berproses sccara "top dowt".
Banvak pula yang menilai balrrva

organisasi internasional sebagai saranit

untrrk mema ksimalkan kepe n ringa n

nasionalnya dalam tatanan in terna-
sional. Ilal ini ticlak bisa dipungkiri
melihat prilaku rlcgara-negara yang
ter ga hu ng d.Llln r suaru organisasi yarg
saling ne maksakan kepetingannya baik
dengan bckerja sama r.naupun dengan
n rer )rl'a r:l.i k(.pen Linga n negar a la irrnl e.

seperli yang teljadi di PBB daD orga-
nisasi lainnya.

Liga Arab r.nuncul setelah adanf ir

inisiatif dari Inggris pada tahun 1942

un tuJ< menggalang kekuatan negara-

rcgara Arab dalam menghadapi kckua-
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tan negara-negara poros. Nanrun demi-

kian, baru pada tahun 1945 Liga Arab
berdiri dengan dua agenda utama keti-

ka itu yaitu pembebasan negara-negara

Arab yang nasih dibawah penjajah dan

mencegah ninoritas Yahudi di Palestina

untuk ne ndirikan negara Yahudi.

f3erdirinya Liua .\rr b dirrrrnri
oleh kepentingan negara-negara anggo-

tanya untuk nremperera t hubunqan
dia nta ra negar.r-negara ylnq rrr;rvorita"

berbahasa Arab. Dengau pcndirian
Liga ini, diharapkan negal-a-neqara

anggotanya dapat melakukan koordi-

nasi kehij.rkan dan daprr nr, u.rpai
kemakmuran bersama. Sejzrk berdirinya

hingga saat ini, I-iga Arab telah berang-

gotakan 22 negara ternrasuk Palestina

yang diakui kedaulatannya.

\{elihat dari sejarah bcrdirinya
Liga Arab, organisasi ini muncul bukan
dari kerja sama fungsional cliantara pala
pendirinya. namun diawali dari kerja .a-

nra politik- Dalanr perkenrbangnnya

pun, negara-neagra anggota belum
men.rperlihatkan kemauannya untuk
menjadikan Liga Arab sebagai lernbaga

yang memiliki otoritas diatas mereka.

Hal ini ter-cernrin dari rnekanisme pe-

rrqlrulrilrrr kepur u:r.rr. dimuna dipur u.-
kan dcngan matoritas suara dan hanya

r ne rrgika t lregi l lng nrorryerujuinva.

Sclain itu secara nyata Liga Arab gagal

untuk nenerapkan sanksi bagi anggo-

tanya yang melangoar- selterti L'ak saat



menginvasi Kuwait.

Liga Arab lebih sering n.renampak-

kan dirinya sebagai sarana bagi negara-

negara anggotalrya untuk melaksa-

nakan politik luar negerinya. Dalam

pengertian ir.ti, negara-negara anggo-

tanya lebih sering memanfaatlan Liga

untuk mendesaklan kepentingannya

untuk menjadi keputusan bersana dan

n.renarik diri dari keputusan jika hal itu

tidak sesuai dengan kepentingannya.

Banyak contoh kasus seperti Invasi IraI
ke Kuwait dan juga terpecahnya sikap

negara-negara anggota durlan perna-

salahan in,asi AS ke Irak tahun 2003

lalu. Terakhir kali hal ini nar.r'rpak ketika

rerjadi kecnqgrnan dari prr:r penrimpin

negara-negara anggota untuk menga-

gendakan relormasi pada KTT Liga

Arab yang terakhir di Tunis 22 25 Mei

2001.

Kekurangberhasilan Liga Arab di

bidang politik dapat disebabkan oleh

berbagai macam sebab. Akan tctapi

yang tampak sekali adalah adanya

perbedaan antarnegara arab itu sendiri.

Pada masa perang dingin, terjadi per-

bedaan pandangan terhadap negara-

negara Barat dengan negara-negara

komunis. Per bedaan pandangan ini
berlanjur kedka isu denrokratisasi yang

mclanda hampir sclur-uh belahan dunia,

juga dirasakan oleh dunia Arab.

Isu valg r.rrkiir. yaitu nrettgenai

pe rmlsa la ha n lq,'nda relorntesi lang
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termasuk di dalamnya adalah demokra-

tisasi, baik itu di legara-negata dunia

Arab naupun di dalam tubuh orga-

nisasi Liga Arab, telah n.rendapatkan

pandangan yang beragam. Bagi negara-

negara monarkhi, reformasi menjadi isu

yang sensitif untuk dibicarak'rn berka-

itan dengan pengorganisasian negara

l ang masih nrendasarkrn lcgitimasi

kekuasaan berdasarkan pada ikatan-

ikatan tradisional terutana ketulurrarr

dan agama. Bagi n.rereka, persaratan

demokrasi yang mengharuskan adanya

rekrutmen politik secara terbuka dan

terjadinya rotasi kekuasaan secara ru-

dn ridak dapat dijalankan. Selain itu.

demokratisasi yang berarti pen.rberda-

yaan ralyat dalam berpolitik atan men-

jadi ancaman bagi legitimasi mereka

yang telah didapatkan dari kepatuhan

rakyat terhadap penguasa atas faktor-

laktor suci, keturunan, dan agama. OIeh

karena itu, sikap negara-negara n.ronar-

khi akan selalu menentang adanya

demokratisasi.

Bagi negara-negara Republik yang

cenderung revolusioner dan sosialis,

demokratisasi juga dipandang sebagai

ancaman yang akan mengganggu ke-

kuasaannya. Pemerintahan yang cende-

rung otoriter dengan kekuasaan yang

diropang oleh faktor karisnra, Partai

yang bercorak Sosialis, dan militer yang

kuat, akan sangat rentan dengan isu de-

mokratisasi dimana disyaratkan adanya
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penguatan pcran rakyat sebagai penle-

gang kedaulatan tertinggi dalam
neqara. Kekuatan represil :jepptri yang

nampak di beberapa negara Republik
seperti Irak dan Suliah dalan rnenye-

lesaikan konflik di rnasyarakat, akan

nenjadi cara yang ditabukan dalam
re.iim y.rng denrokratjs. Olch kar cr ra itu.
didrlenr p,'rrrt rintahan yane otoriter'.

dcmokr:rtiirt'i me ndrrpa tka n re\isten.i

yang kuat dari para elit penguasa.

Bagi beberapa negara Republik
yang rrroderat seperti Lebanon, Sudan,

\{esir, dan Yaman, permasalahan de-

mokrasi lebih berakar pada ti:rgkat
Lcnr.rjernukan pcnduduk. baik dari segr

agama, etnis, dan r-cgion. Perbedaan

rrng dipcrku.rt olelr ikrtan-ikatan pri-
ntur djrrlisnre akrrr merrlLtlitkan rcrja-

dinya konsensus di dalam nasyarakat.

Padahal di dalam nrasyarakat yang

den.rokratis harus tercipta adanya sikap

nrod.rat dan salirrg menrpen ayai agar

dapat tercapai penyelesaian konflik
sccara damai.

Keridakberhasilan Liga Arab da-

lanr bida r rg politik pada unrumnya. juga

disebabkan oleh komitmen anggota

yang kurang kuat untuk memberikar.r

kekuatan Iegal pada organisasi. Negara-
negara anggota sejak awal didirikan
juga ddak nrerniliki kcinginan untuk
n ren jedik:irr Liga Arab.eb.rgai 5Lr11Ll Llnl

pcnuh. Liga Arab tidak nieniliki kekua-

lan berupa kekuasaan 1'ang sepenuhnla

212

untuk nenaksakan setiap keputusan

yang telah dianibil dalam sidang-

sidangnya. (Ru dSr, I 99 3 : I 1 3 ). Akibatrrya

Liga Arab kurang berperan dalan
usaha untuk mencapai sasaran-sasa-

rarrny.r berrpa terc ipta r rya ledanraian

dan kenajuan di dunia Arab.

Rendahlya komitmen ne gara

anggota untuk menyerahkan kcdaula-

tannya yang lcbih bcsar lagi dalam

bidang politik juga nrenjadi penyebalr

kcnapa isu rclormasi di tubuh Liga
me ngalami harubatan. Tarik ulur
kepentingan negara-ncgara :rnggota

telah menjadikan fungsi Liga sebagai

ten.rpat bargainrng kebijakrn-kcbijakan
luar ncgeri, dari pada mcnjadi tempat

koordilasi kcbijakan. Dengan demi-

kian, Liga nemang disengaja untuk
tidak dibenkan kewenangan yang lcbih
besar dalam bidang politik.

Liga Arab lebih dekat kita pahani
sebagai or g.rrrisasi regional dimane
negara-negara anggota sebagai policy
r-nfluerrceryang lebih dominan dari pada

Sekretaris Jenderal dan stalnya d:rlam

pcnganrhilr n k.bijekan o rga nisa "i.
Dalan kondisi yang denikian, negala-

negara anggota mcmberikan batasan

kckuasaau yang sangat senpit dan ketat

terhadap Sekjen. Oleh karenanya,
plaktis seorang Sekjen tidak bisa nc-
ngcl ur lkan k''bija-k.r rt t rrn1,a perse t uj r rr n

zrnggota ber:dasarkan prosedur pengam-

bilan suara yang telal.r ditentukan.



Keengganan negara-negara untu k
memberikan keleluasaan kekuasaan

kepada sekreLaliat tctapnya biasanya

me rupakzrn akibat clari ketidakpcrca-

vaan terhadap satu sama lain (antar

negaraa anggota), bukan ketidak pelca-

yaan kepada secretariat. (Coplin, 1987,

209,). Inilah lang terjadi di Liga Aralr

din.rana karena ketidakpercayaan satu

sana lain, negar?r enggan nremberikan

kckuasaan yang lebih besar kcpada sec-

rctariat tctap di Kairo, \Iesir
Narnun dengan keterbartasan ke-

kuasaur tcrscbut, Sckjcn tcrap rnemiliki
l,cherrp.r keunturrg.rn lang drrprrt il
gunakan untuk mempentaruhi peng-

anbilan kcprrtusan dan juga kemam-

puan pclsonllnvl untuk nenjadi me-

diator dallnr suatu konflik. Dengan

hcrhckrl k, rlrnlPrr.rrr diplorttlsi rrrrrg

telah ia.jalani sebagai \Ienteri Luar
Negeri \lesir dan .juea ketelkenalan
bcliau scbami diplon.rat yang karisnatili

di dunia Alnb, '\mr tr{ousa nampu
mcngajak neeara-negara ansgola ) zrng

bcrbcda pandangan dalarn isu refor'-

nasi unluk tctitp ruau nrclakukan KTT
di Tunisi;r tahun 2004 ncskipun
m, rrtitlanri kcrtrundurlrr jirdrral.

KESIMPULAN

Isu dcnokratisasi vang salat de-

ngan p cnikira n-pcmikirart libcral
Barat, kini telah nreljadi perbincangan

politik yaug pzrnas di dunia Arab. Hal
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ini berkzritan dengar.r resiko yang harus

ditanggung oleh para pcnguasa ketika

isu den.rokratisasi ini dijalankan oleh

nrereka atau Iakyat mcr.runtut senakill
kuar irdanyl proses lr'r scbur. Bagi para

penguasa monarkhi Arab yang nrenda-

patkan kekuasaau berdasarkan ketu-

runan dan menrpertah?rnkannya de-

ngan cara-cara traclisional, akan kehi
langan kekeuasaannya jika kenrudian

nrerckr rr ren rhuk.r pirrtu d.nrokr: rsi ylr ng

nten\irralkitn lrdlrrrll rotlrsi k, l)cnrinr-
pinan mclarlui mckanisme Pemilu dan

reknrtnren poLitik terbuka. Narnun di sisi

lzLin, kenajuan yang tclah diniknati
raliyatnya, membuat mercka semltkin

sadar akan hak-hah kebebas:ur sebagai

nanusia rnandiri dan n.tenuntut untuk

berpartisipasi lebih luas.

Bagi pclguasa di negara-negara

Ilcpublik Ar-ab, rrasalah yang dihadapi

adalah bagaimana dcmokrasi untuk
tidak rner-usak atau nrenghilangkan
sumbcr-sunrbcr- lcgitimasi tradisional
seperti karisnra, aganla, dan ikatan-

ikat.rn primordial. Oleh k.rrr-rr:r itrr.

ketika nilai nrodern belun sepenuhn)'?r

muncul dan uilai-r'rilai tradisional he lunr

-juga sepenuhnya ditinggalkan, 1'ang
rnrncul sebagai kekuatan elektif untuk
melcapai konsensus adalah kekuatan

rcprcsil yang dijalankan olch Driliter:

Sebagai orezrnisasi regronal, Liga
Arab tidak bisa berbuatlebih baik ketik:r

berhadapan pernrasalahan-pcrnra-

213

l--,



Junxr H0r0 crx lirERx^sroMr // Volume I N0 2 Desember 2004

salahan polirik termasuk didalamnya isu

den.rokratisasi. Dengan kewenangan

terbatas yang diberikan oleh negara-

negara anggota, Liga Arab tidak lebih
sebagai sarana untuk memperjuangkan
kepentingan nasional dari pada
kepentingan kolektif dunia Arab. Da-
lam posisi yang demikianl Liga menjadi
lemah untuk me nghasilkan keputusan
yang bulat dan mengikat bagi anggo-

tan)a.

Kaitannya dengan isu demo-
kratisasi, Liga Arab tidak mampu untuk
menghasilkan keputusan. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan pandangan

yang tajam antara anggota dalam men-

sikapi isu tersebut. Sekali lagi, karena
hanya sebagai sarana untuk memper-
juangkan kepentingan nasionalnya
sendiri-sendiri, maka Liga Arab tidak
mampu untuk menemukan langkah
bersama dalam mensikapi isu demo-
kratisasi ini.***
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